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BAB V 

 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM 

 

A. Pendapat Hukum 

 

Berdasarkan hasil analisis hukum yang telah dilakukan, Ucok Siregar secara 

hukum berhak memperoleh ganti kerugian atas kerusakan lahan kelapa sawit 

miliknya akibat kebocoran limbah cair yang berasal dari kolam penampungan milik 

PT. Surya Jaya. Hak tersebut didasarkan pada: 

 

a) Pasal 1365 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan 

melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan 

pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. 

b) Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), 

yang mewajibkan setiap penanggung jawab usaha untuk membayar ganti 

rugi serta menegaskan adanya prinsip tanggung jawab mutlak (strict 

liability) tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan. 

c) Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk 

memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak 

asasi manusia. 

 

Dengan demikian, pencemaran yang terjadi akibat kebocoran kolam limbah cair 

PT. Surya Jaya merupakan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan 
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kerugian ekonomi dan sosial bagi Ucok Siregar. Oleh karena itu, PT. Surya Jaya 

bertanggung jawab secara hukum untuk memberikan ganti kerugian 

 

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, khususnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, 

PT Surya Jaya memiliki kewajiban moral dan hukum untuk turut menjaga serta 

memperbaiki kualitas lingkungan di sekitar kegiatan usahanya. 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ucok Siregar berhak atas ganti 

kerugian, akibat pencemaran limbah cair PT. Surya Jaya, dan PT. Surya Jaya 

berkewajiban untuk memulihkan lingkungan serta memberikan kompensasi kepada 

pihak yang dirugikan. 

 

 

B. Rekomendasi Hukum 

Ucok Siregar selaku pemilik kebun kelapa sawit yang terdampak akibat 

limbah cair milik PT. Surya Jaya dapat menempuh mekanisme penyelesaian 

sengketa non-litigasi (mediasi), karena mekanisme ini meberikan penyelesaian 

sengketa yang lebih cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu makanisme 

penyelesaian ini sangat sesuai untuk Ucok Siregar sebagai petani kecil yang 

mengalami kendala ekonomi untuk memproleh ganti kerugian. Sebagaimana 

diatur dalam Pasal 85 ayat (1), (2), dan (3) UU PPLH 

(1) Bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 

dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: 
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a) bentuk dan besarnya ganti rugi; 

 

b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; 

 

c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya 

pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau 

d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif 

terhadap lingkungan hidup. 

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap 

tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang 

Undang ini. 

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 

dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu 

menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. 

Namun apabila Ucok Siregar tidak mendapatkan keadilan dalam 

mekanisme mediasi, Ucok Siregar dapat mengajukan gugatan perdata ke 

pengadilan dengan dasar prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PPLH, yang didalamnya menegaskan 

bahwa Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya 

menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang 

menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab 

mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. 
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